DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Telepon : (021) 3858001
Departemen Keuangan RI Fax. : (021) 3857917
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4 E-mail . bapepam@bapepam.go.id

Jakarta 10710

PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2008, Bapepam dan LK telah
menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan penyempurnaan dari
Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Banturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Penyempurnaan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Prinsip
Keterbukaan dan perlindungan terhadap pemegang saham independen atas transaksi
yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pihak terafiliasinya serta
dalam rangka mempertegas transaksi yang mempunyai benturan kepentingan yang
membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham independen.
Dalam peraturan tersebut antara lain diatur keterbukaan atas transaksi yang
dilakukan oleh Perusahaan (Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik) dengan Pihak Terafiliasinya (Transaksi
Afiliasi) baik yang mengandung benturan kepentingan maupun tidak.

Beberapa pokok penyempurnaan yang diatur dalam peraturan dimaksud
antara lain:

1. Menambahkan pengertian Transaksi Afiliasi yaitu Transaksi yang dilakukan oleh
Perusahaan dengan Afiliasi dari Perusahaan.

2. Menyempurnakan pengertian Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi yaitu
perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan (Emiten yang telah melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik) dengan
kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham
utama Perusahaan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan Perusahaan
karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.

3. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan Afiliasinya pada prinsipnya wajib
melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan
kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya
transaksi.

4. Perusahaan yang melakukan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan
pada prinsipnya wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang
saham yang independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Namun
demikian, beberapa transaksi Emiten atau Perusahaan Publik yang memenuhi
kriteria di bawah ini dikecualikan untuk memperoleh persetujuan pemegang
saham independen yaitu:

a. sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum
perdana dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah
diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus Penawaran Umum perdana
tersebut;



b. Transaksi penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan melalui lelang terbuka;

c. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan
Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang
juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab
mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijakan
Perusahaan, serta telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham;

d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris
Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris
Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik
dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut
maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan
persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui Rapat Umum
Pemegang Saham. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang
diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua
Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut
kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;

e. Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nilai transaksi tidak
melebihi 0,5% (nol koma lima per seratus) dari modal disetor sepanjang 0,5%
(nol koma lima per seratus) dari modal disetor tersebut tidak lebih dari
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan/atau

f. Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan
perundang-undangan atau putusan pengadilan.

5. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK
laporan hasil pelaksanaan Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan
paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal terjadinya transaksi
dimaksud.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (website) Bapepam
dan Lk dengan alamat: www.bapepam.go.id.
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